
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUfvlEER DAYA l\AANUSIA
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

Menimbang:

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR J-3 TAHUN 2021

TENTANG

aikan, struktur
dengan lingkungan

dan

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639B);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGA WAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN JEMBER.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2cH6 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Pernerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);

3,

MEMUTUSKAN :



(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan.

(4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan;
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DAB I
KETENTUAN UMYM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jerriber.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jember.
4. Badan Daya

Badan
Daya Manusia

5.

6.

7.

8.

9.

Pengembangan Daya Manusia
a aten Jember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAH II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedutiliimil

Pasa12
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b. peiaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan;

d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan Iungsi serta tugas pembantuan,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasa13

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pela ; r
3. Sub Bagian Keuangan.

c.
mernbawahi : ...--c-J n I I

1. Sub Bid -- 1~~dan Be ~~~tian ..
2. SUb-" iqar;g_n trruJ. ,1pforriIa i ak\.

~~idang F sr· i It.?~i .

/

1nil1i ~~:=glyst,os embawahi:
A \ II 2. ~u9j~g--Kepangkatan; dan
D \ ~ 3) Stfb-B1aang Pengembangan Karier dan Promosi.

1(1 \\~ . ang Pengembangan kompetensi Aparatur
LJ V membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi;;
2. Sub Bidang Diklat Teknisi Fungslonal; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
membawahi:
1. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Fungsional;
2. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Struktural; dan
3. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.

g. UPTD; dan
h. Kelompok .Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.



penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan

Badan;
c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan
dan kebersihan Iingkungan Badan serta pelayanan
kerumah tanggaan lainnya

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat
Pasa14

(1) Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi urnum, kepegawaiari,
perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat( 1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

dukungan administrasi umum, kepeg

b.
administrasi umum,
pelaporan dan Keua

c.

.l""'- ....._~~ganBadan;
barang milik daerah dan
menjadi tanggungjawab

laporan pertanggungja waban atas

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasa! 5

(I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mernpunyat tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan Badan, pengelolaan asset Badan,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang dlberikan (jl~hSekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi :
a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi



- 6 -

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,
pemeliharaan dan pendistribusian
peralatanj perlengkapan kantor ;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/ barang milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian
dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Pa~agriif2
Sub Bagian Perencanaan dan PeJaporan

Pasa16

(I)

e etaris.
dimaksud pada

c.
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja litigktlp Badan;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. pehytisunah laporan
pelaksanan tugas.

pertanggungjawaban atas

Paragrsf3
Sub Bagian Keuangan

Pasa17

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Badan,
pengadrninistrasian dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
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(2) Untuk meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai Iungsi :
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,

belanja tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi keuangan daerah;
d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi

permintaan pembayaran;
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi

data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
h. penyiapan bahan monitoring realisasi

1. pengumpulan dan
hasil ~

gan:J.

atas

Pengadaan, Pemberhentian, dan Inforrnasi
melaksanakan tugas menyusun, merencanakan,
pengadaan, pemberhentian dan informasi Aparatur Sipil
Negara (ASN) serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi,
mernpunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan,

pemberhentian dan informasi;
b. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan

jumlah jabatan untuk pengadaan;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian admnlstrasi

pem berhen tian;
e. Pelaksanaan verifikasi

pemberhentian;
f. Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian;
g. Pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan

pernberhentian dan pengolahan informasi.dan

dokumen administrasi



Par@grafa
Sub Bidang Fasilitasi Profest ASN

Pasalll

- 8-

1. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas.

pertanggungja waban atas

Paragrat i
Sub Bidani Pengadaan dan Pemberhentian

Pasa19

(1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai
tugas menyiapkan bahan pengadaan dan pemberhentian,
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
mempunyai fungsi meliputi:
a. Pelaksanaan perencanaan pengadaan;
b. Pelaksanaan penyusunan konsep

pengadaan;
c. pelaksanaan pemrosesan dokumen pe
d. 1

~ntian~
gadaan dan

e. penyusunan

Informasi mempunyai tugas
dan Informasi pegawai, serta

sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang data dan Informasi mempunyai fungsi
rneliputi:
a. Pelaksanaan perencanaan pengembangan sistem

informasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelolaan sistem inforrnasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian;
d. Pelaksanaan evaluasi sistem informasi kepegawaian;dan
e. pen~~sunan laporan

pelaksanaan tugas.
pertanggungjawaban atas

(1) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas
melaksanakan dan merencanakan falisitasi profesi ASN serta.
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
e. pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan mutasi dan

promosi; dan
f. penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.
pertanggungj awaban atas

I
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairttana dirnaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai
fungsi meliputi:
a. Pelaksanaan per encanaan fasilitasi keletnbagaari profesi

ASN (Korpri dan lembaga profesi ASN lainnya);
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk
mendukung tugas dan fungsi lembaga Profesi ASN;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian tata hubungan kerja
disetiap jenjang kepengurusan; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Mutasi dan

Pfumusi
Pasal12

(1) Bidang

(2)

proses

Paragraf 1
Sub Bidang Mutasi

Pasal13

(1) Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas melaksanakan
dan merencanakan mutasi serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Mutasi mempunyai fungsi meliputi:
a. pelaksanaan dan merencanakan mutasi;
b. memverifikasi dokumen mutasi
c. melaksanakan adrninistrasi dari dan dalam jabatan

pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan
d. membuat daftar penjagaan pensiun
e. memproses dan rnemverifikasi dokumen usulan pensiun
f. pemrosesan administrasi pembuatan kartu TASPEN;



(1) Sub Bidang Pengernbangan Karier dan Promosi
mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun pedoman
dan mengevaluasi, memverifikasi penembangan karier dan
prornosi pegawal seftti t:Ugas lam Yat''"1g diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan penyusunan pedoman pola pengembangan
karier;

b. pelaksanaan penyusunan daftar ututan kepangkatan;
c. pelaksanaan analisis dan verifikasi berkas usulan

promosi;
d. pelaksanaan pembuatan konsep seleksi jabatan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan

karier dan promosi; dan
f. penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.
pertanggungjawaban atas

I
I
I
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g. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
h. penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.
atas

ParagTaf2
Sub Bidang Kepangkatan

Pasal14

(1) Sub Bidang Kepangkatan, mempunyai tugas
melaksanakan verifikasi dan mengusulkan kenaikan
pangkat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Kepangkatan rnempunyai fungsi
meliputi:
a. pelaksanaan pembuatan daftar penjagaan



1. penyusunan laporan
pelakeanaan DJ.gaS.

pertanggungj awaban atas
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Bagian Keempat
Bldang p~ng~mbai1ganKomp~tellsi

Aparatur
Pasal16

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai
tugas rnelaksanakan dan merurnuskan penyelenggaraan
pengembangan kompetensi aparatur serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas seoagl:i.ift1aha dirnaksud pada
ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
mempunyai fungsi meliputi :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan

kompetensi;
b. pelaksanaan penyelenggaraan

seleksi

pelaporan

pertanggungjawaban atas

(1) Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi
mempunyai tugas menyusun, mengevaluasi dan
mengkoordinasian kebutuhan diklat, serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Diklat Penjejangan dan Sertifikasi
mernpunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan diklat

penjejangan;
b. Pelaksanaan inventaris data. calon peserta diklat

penjejangan
c. Pelaksanaan usulan peserta diklat penjejangan;
d. pelaksanaan peserta sertifikasi sesuai bidang keahliart;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama diklat;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar bagi CASN;
g. pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama diklat;
h. pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

diklat; dan



Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas
rnelaksanakan bahan kebijakan dan rencana
penyelenggaraan pengembangan Kompetensi serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai
fungsi meliputi:
a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengernbangan

kompetensi;
b. pelaksanaan verifikasi berkas usulan kompetesni terknis,

manajerial dan sosial;
c. pelaksanaan analisis metode yang akan digunakan

dalam pengembangan kompetensi aparatur;
d. pemrosesan penerbitan surat tugas belajar, ijin belajar

dan keterangan rnemiliki ijazah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan

pengembangan kompetensi; dan
f. penyusunan lap0ran pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.
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Paragraf2
Sub Sidang fJiidat Teknis nngsionai

Pasal18

(1) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas
menyiapkan bahan kebijakan dan rencana
penyelenggaraan diklat, rnengkoordinasikan dan
rnenyelenggarakan kebutuhan diklat serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat [I] Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai
fungsi meliputi:
a. Pelaksanaan penyusunan daftar kebutuhan diklat teknis

fungsicnal;
b. Pelaksanaan inventarisasi data calon

teknis fungsional;
pengusulan

atas



(1) Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur
Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penilaian kinerja aparatur untuk fungsional serta tugas
lain yang diberikan oleh K~flah~.Bi£lang,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja
Aparatur Fungsicnal mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan perencanaan penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur untuk fungsional;
b. Pelaksanaan pernbuatan informasi terkait indikator

penilaian kinerja aparatur untuk fungsional;
c. Pelaksanaan analisis hasil penilaian kinerja aparatur

utttuk ftingsi6fial:
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penilaian

kinerja aparatur untuk fungsional; dan
e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.
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Bagian Kelima
Bidang Penilalan Kinerja Aparatur dan

Penghargaan

Pasa120

(1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan upaya
peningkatan penilaian kinerja aparatur serta dan
Penghargaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

(2) dimaksud pada
Kinerja

atas

Paragraf 1
Sub Bidang Penilaian dan Evalusi

Rinerja Aparatur Fungslonal
Pasal21



- 14 -

paragraf2
Sub Bidane: Penilaian dan Evaluasi Kineria

~ -
Aparatur Struktural

Pasai 22

(1) Sub Bidang Penilaian dan Evalusi Kinerja Aparatur
Struktural mempunyai tugas serta melaksanakan
kegiatan penilaian kinerja aparatur serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk me1aksanakan tugas sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1)1 Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur Struktural mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan perencanaan penilaian dan evaluasi

kinerja aparatur untuk struktural;
b. Pelaksanaan pembuatan informasi terkait

penilaian kinerja aparatur untuk struktural;
c. Pelaksanaan analisis hasil penilaian

untuk struktural;
aparatur

d.

e.

Co n~I ~ - .23

~ ~1)v' ~ub 'isiplin dan Penghargaan mempunyai tugas
\ mela nakan kegiatan peningkatan disiplin dan
x.>

enghargaan dan melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan
mempunyai fungsi meliputi :
a. Pelaksanaan perencanaan dan melaksanakan

pembinaan aparatur;
b. Pelaksanaan verifikasi tingkat kehadiran aparatur.,
c. Pelaksanaan hukurnan disiplin aparatur;
d. Pelaksanaan penyusunan dan memproses usulan

pemberian penghargaan;
e. Pernrosesan admlttietrasi pernbuatan Kartu pegaWai,

Kartu Suamij Suami;
f. Pemrosesan administrasi cuti pegawai;
g. Pelaksanaan pengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;

dan
h. penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.
pertanggungjawaban atas
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BABlv
UPTD

Pasa124
(1) lJPTO merupakan unsur pelaksana teknis Daerah

operasional Badan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Badan.
(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD.

(5) .Jumlah, Nornenklatur, Susunan Organisasi dan uraian
tugas dan fungsi UPrD diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELrQMPQK JABATAN FlTNGSIONAL

Pasa125
{I} Kelompok .Jabatan Fungsional terdiri at

tenaga dalam jenjang jabatan fungsi
dalam berbagai kelompok
keahliannya.

(2) Setiap kelompok di

sejurnlah
g terbagi

bidang

(3) fungsional
kebutuhan dan

BJl..B VI
TATAKERJA

Pasa126
melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala

Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing - masing
maupun antar satuan organisasi di Hngkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain di lU9J Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib
mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang
diperlukan.

(3) Setiap pernirnpin satuan organisasi
bertanggungjawab mermmpin dan mengkoordinasi
bawahan masing - masing dan memberikan birnbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pernimpin sebuah organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada
atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib dioiah dan
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dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Pasa127
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum
pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Bupati ini.

( 1)

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasa128

Kepala Badan diangkat dan
dari Pegawai Negeri Sipil
atas usul Sekretaris Daerah

diberhentikan oleh
yang

sesuar
perundang- undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bidang diangkat dan diber
Pegawai Negeri Sipil yan
Kepala Badan melalui
peraturan peru

a an, Kepala
upati dari
atas usul

merupakan Jabatan Eselon II b atau
pinan Tinggi Pratama.

etaris merupakan Jabatan Eselon III a atau
abatan Administrator.

Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b
atau Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala
UPTD merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan
Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan
Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa130
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 60),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal f) MVtR:.t 2021

BUPATI JE..1\4BER,

ttd

Diundangkan di Jember
pada tanggal ~ f\I1olre c-

BERITA DAERAH KABUPATEN JElYiBER TAHUN 2021 NOMOR :;..3
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